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PUTUSAN 

Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Psp. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili 

perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah 

menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara : 

Penggugat, NIK XXX4860002, tempat / tanggal lahir XX / 15 April 1986, 

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus 

rumah tangga, tempat tinggal di RT XX, Desa XX, 

Kecamatan Halongan Timur, Kabupaten Padang Lawas 

Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

Melawan 

Tergugat, NIK XXX30501850002, tempat / tanggal XX / 5 Januari 1985, 

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan 

Swasta, tempat tinggal di di RT XX, Desa XX, 

Kecamatan Halongan Timur, Kabupaten Padang Lawas 

Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di 

persidangan;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2023 telah 

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Padangsidempuan dengan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Psp, tanggal 25 

Januari 2023, dengan dalil berikut ini : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2006, Penggugat dengan 

Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Halongan 

Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 

XX/49/IV/2006, tertanggal 28 April 2006, yang dikeluarkan oleh KUA 

Kecamatan Halongan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara; 

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan 

sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; 

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan 

Halongan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan sejak bulan April 

2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan 

sekarang; 

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah 

melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba’da 

dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XX (Lk), lahir 

pada tanggal 15 Mei 2011, saat ini bersama dengan Penggugat,  

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan 

rukun dan baik, akan tetapi sejak 5 tahun setelah pernikahan antara 

Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran 

yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan 

Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain; 

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan 

Tergugat terjadi pada bulan April 2022 disebabkan Tergugat menjalin 

hubungan asmara dengan perempuan lain akhirnya antara Penggugat 

dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcokan, akibat dari 

pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kedaman 

bersama, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan 

sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah 

lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 9 bulan;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh 

pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, dan bahkan sudah 

didamaiakan secara hatobangon (pemuka masyarakat setempat) namun 

usaha tersebut tidak berhasil; 

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai 

kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama 

Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat 

dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat 

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang 

mungkin tidak dapat lagi didamaikan; 

  Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak 

Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili 

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya 

menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in Shughra Tergugat terhadap Penggugat; 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR : 

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil  / 

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui 

pemanggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidempuan 

yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ; 

Bahwa, Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak 

dapat dilaksanakan, meskipun demikian setiap persidangan Majelis hakim 

selalu berusaha menasehati serta memberikan saran kepada Penggugat agar 

berpikir untuk tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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tidak berhasil; 

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan 

Penggugat yang isinya ternyata tidak ada perubahan; 

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat 

tidak dapat didengar jawabannya; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti berupa : 

A. Alat Bukti Surat; 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/49/IV/2006, tertanggal 28 April 

2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Halongonan Timur, 

Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah dicocokkan 

dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah 

dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti 

P.1); 

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XX/KD/BP.1/I/2023 

tertanggal 25-01-2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh 

Kepala Desa XX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai 

dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, 

kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (Bukti P.2); 

 

B. Saksi; 

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai 

saudara ipar Penggugat; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006; 

• Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup 

bersama di Desa XX; 

• Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat saat ini sudah 

dikaruniai 1 anak; 

• Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mu lai 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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tidak rukun sejak 5 tahun setelah menikah; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah 

kurang lebih 9 bulan; 

• Bahwa yang pergi pertama kali dari kediaman bersama adalah 

Tergugat; 

• Bahwa saksi mengetahui langsung jika Penggugat dan Tergugat 

selalu bertengkar ketika masih berumah tangga; 

• Bahwa Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain ; 

• Bahwa saksi mengetahui perempuan itu adalah orang XX; 

• Bahwa saksi mengenal wajahnya, akan tetapi tidak mengetahui 

nama lengkapnya; 

• Bahwa saksi melihat Tergugat berjalan bersama perempuan 

tersebut ketika di jalan raya; 

• Bahwa saksi mengetahuinya sebanyak 2x;  

• Bahwa permasalahan kedua pihak ini sudah pernah diusahakan 

damai sebanyaka 3x, akan tetapi tidak berhasil; 

• Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan 

Tergugat kembali; 

• Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat 

dan Tergugat; 

 

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya  memberikan keterangan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi saudara 

kandung Penggugat; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 16 tahun lalu; 

• Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup 

bersama terakhir di kediaman orang tua Penggugat; 

• Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat saat ini sudah 

dikaruniai anak; 

• Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai 
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tidak rukun sejak tahun 2011; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah 

kurang lebih 9 bulan; 

• Bahwa saksi mengetahui langsung, jika antara Tergugat dan 

Penggugat pernah cekcok mulut; 

• Bahwa saksi pernah melihat kedua pihak bertengkar 

dikarenakan Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan 

lain; 

• Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas identitasnya, akan 

tetapi saksi pernah jumpa sebanyak 1x; 

• Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalan raya, ketika saksi hendak 

pergi ke pasar; 

• Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan kedua pihak sudah 

pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil; 

• Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama 

dengan Tergugat; 

• Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat 

dan Tergugat; 

 

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat 

membenarkannya; 

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan 

bukti lain dalam persidangan perkara ini; 

 Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya 

sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya 

Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat; 

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
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sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Penggugat 

memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pada 

kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan 

Pengadilan Agama Padangsidempuan, berhak atau tidaknya memeriksa 

perkara gugatan perceraian ini; 

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika 

Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan 

pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas 

Keislaman dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama cq. Pengadilan Agama 

Padangsidempuan berwenang secara absolut menerima, mengadili dan 

menyelesaikan perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat 

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan. 

Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama 

Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang 

telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo 

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam); 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika 

Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang 

Lawas Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/49/IV/2006, tertanggal 28 

April 2006, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki 

Legal Standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur 

Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi 

Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis 

Disclaimer
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Hakim menilai, petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan 

dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan 

Agama Padangsidempuan; 

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), 

memohon agar menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap 

Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut 

sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil 

sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan 

ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara 

patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang 

lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat 

dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa 

tanpa hadirnya Tergugat; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati 

Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, 

namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya 

mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi; 

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan 

rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak 5 tahun setelah 

menikah, dikarenakan keluarga Tergugat menjalin hubungan asmara dengan 

perempuan lain. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal selama kurang lebih 9 bulan. Permasalahan kedua pihak sudah pernah 

didamaikan, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena 

tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan 

patut, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan 

dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat 
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sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama’ yang diambil alih sebagai 

pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : 

 

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam 

persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, 

maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. “ (Ahkamul Qur-an 

II : 405); 

 

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa 

dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke 

persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim 

bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian 

(Lex Spesialis), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti 

kepada Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah 

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan 

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan 

beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk 

membuktikan dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan  oleh Majelis Hakim di 

bawah ini; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.2) tersebut 

merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat 

sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di -

nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 

ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta 
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Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, 

harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan 

dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) 

yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan 

aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah 

terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi 

syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 di atas, maka harus 

dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah 

terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 April 2006; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan 

Domisili) yang merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh Kepala Desa 

XX. Isi bukti tersebut menjelaskan domisili Penggugat berada pada wilayah 

yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil 

gugatan angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan 

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Saksi mengetahui 

langsung jika Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain di 

Simpang Bragas. Akibat pertengkaran yang terjadi terus menerus itu, akhirnya 

terjadilah perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan. 

Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan 

tetapi tidak berhasil. Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama 

dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah 
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memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) 

Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan 

dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil 

gugatan angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri. Saksi 

mengetahui langsung, jika Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang 

diketahui ketika berpapasan dengan saksi di jalan raya yang hendak ke pasar. 

Saat ini antara Penggugat dan Tergugat pergi sudah berpisah tempat kediaman 

bersama kurang lebih 9 bulan. Pihak keluarga sudah berupaya untuk 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil . Penggugat 

pun sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut sudah 

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) 

Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan 

dianggap dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut sudah memenuhi sebagai pembuktian di 

persidangan yang merujuk pada Pasal 172 Rbg dan Pasal 308 ayat (2) Rbg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan kedua saksi Penggugat 

terbukti fakta kejadian sebagai berikut : 

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 

secara sah dan Islam pada tanggal 25 April 2006 yang dicatat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara; 

2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain di XX; 

3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 9 bulan; 

4. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama; 
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5. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat 

tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya 

hubungan komunikasi suami istri; 

6. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan oleh pihak 

keluarga, akan tetapi tidak berhasil; 

7. Penggugat sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan 

Tergugat; 

8. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat 

dipertahankan kembali; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : 

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri 

yang sah, maka Penggugat dan Tergugat persona standi in judicio 

dalam perkara perceraian ini; 

2. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang secara absolut 

dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam 

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 

50 Tahun 2009; 

3. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang sulit untuk didamaikan; 

4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali; 

5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang 

pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap 

Penggugat adalah talak satu ba’in sughra; 

 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika keadaan rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga 
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tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, 

dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk 

menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga 

yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT 

memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu 

apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, 

menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud; 

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah 

tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan 

komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling 

melindungi sesama antara suami - istri sebagaimana layaknya kehidupan 

berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi 

oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah 

perkawinan, yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah sebagai sendi 

terbinanya kehidupan rumah tangga yang sakinah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam, “Talak Ba’in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi 

boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah”. 

Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam 

Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 : 

 

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia 

mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya 
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sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan 

suami istri antara mereka berdua”;. 

 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan 

sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan 

perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam 

kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina 

bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini 

tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar’i / doktrin ulama yang 

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : 

 المـصالح جـلب على مقدم المفاسد درء 

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik 

kemaslahatan”. 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah 

memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor  9  Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, menyatakan jika “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga”, oleh karenanya petitum angka 1 (satu) Penggugat patut 

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

mengenai petitum Penggugat angka 2 (dua) yang kemudian dikuatkan dengan 

dalil dan semua penjelasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan melalui 

persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa oleh karena perceraian ini 

atas kehendak isteri incassu Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah 

pernah melakukan hubungan suami isteri (ba’da dukhul) serta perceraian ini 

adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat untuk bercerai dari 

Tergugat dengan talak satu ba’in sughra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 

119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan secara verstek, 
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sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair 

angka 3 (tiga), jika Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama 

proses hukum ini berlangsung; 

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 3 

(tiga) tersebut sesuai dan oleh karena perkara a quo termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang 

- undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada 

Penggugat; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk 

menghadap sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang 

hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.280.000,- (Satu juta dua ratus 

delapan puluh ribu rupiah); 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan pada hari Kamis, tanggal 09 

Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriyah Oleh 

Majelis Hakim Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H selaku Ketua Majelis, dan 

Zainul Fajri, S.H.I., M.A serta Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, 
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S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat; 

                                                              Ketua Majelis, 

                                                             Ttd. 

 

                                                               Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H 

 

Hakim Anggota I, 

Ttd. 

Hakim Anggota II, 

Ttd. 

 

Zainul Fajri, S.H.I., M.A Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H 

 

Panitera Pengganti, 

Ttd. 

 

Muhammad Ansor, S.H 

 

Perincian Biaya : 

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,- 

Biaya Proses : Rp 50.000,- 

Biaya Pemanggilan : Rp       1.160.000,- 

Biaya PNBP : Rp 20.000,- 

Biaya Redaksi : Rp 10.000,- 

Biaya Materai : Rp 10.000,- 

Jumlah : Rp 1.280.000,- 

      (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) 
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